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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan 
Perumahan Kota Palangka Raya 
 
1. Sejarah 
 
Perubahan kantor Dinas Tata Kota, Bangunan, dan Pertamanan Kota 
Palangka Raya menjadi Kantor Dinas cipta karya, tata ruang dan perumahan 
kota Palangka Raya berdasarkan dasar hukum pembentukan SKPD Perda 
Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, 
dan Perumahan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 44 merupakan Dinas 
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah 
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perencanaan 
Fisik, Penataan Lingkungan Tata Ruang Kota, Tata Bangunan, PJU, 
Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran secara terpadu bersama 
instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang 
ditetapkan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan kota 
Palangka Raya.  
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Perkotaan 
mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan kegiatan 
pengawasan dan pengendalian perkotaan, meliputi bangunan, perumahan, 
tempat usaha dan reklame serta verifikasi pemanfaatan ruang kota dan 
pengamanan barang bukti. Pada bidang ini terdapat seksi pengendalian dan 
pengawasan tempat usaha yang difokuskan untuk mengurus keseluruhan 
urusan terkait ijin pemasangan reklame.  
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Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha dan 
Reklame mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan 
kegiatan tempat usaha dan reklame agar dapat dilakukan  pemanfaatannya 
dengan baik. Uraian tugas dari seksi pengendalian dan pengawasan tempat 
usaha dan reklame sebagai berikut :  
a. Menyusun program kerja/kegiatan Seksi Pengendalian dan 
Pengawasan Tempat Usaha dan Reklame sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 
b. Mempelajari ketentuan, peraturan, kebijakan dan pedoman yang 
berhubungan dengan bidang tugas; 
c. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan Penempatan Tempat 
Usaha dan Reklame serta keabsahannya berdasarkan data di 
lapangan dan melakukan evaluasi dan mengolah data-data yang 
ada menjadi data-data yang akurat dan menjadi bahan/informasi 
bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan/kebijakan; 
d. Merumuskan dan menyusun sistem dokumentasi untuk 
Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha dan Reklame; 
e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang 
berhubungan dengan sumber dana pembiayaan daerah untuk 
kepentingan pemecahan masalah; 
f. Memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sebelum 
disampaikan kepada atasan dan menilai prestasi kerja bawahan 
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berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian 
untuk pengajuan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 
g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Seksi 
Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha dan Reklame 
berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan 
masukan bagi pimpinan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain 
yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugas. 
2. Struktur Organisasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian 
Perkotaan 
 
bisa dilihat dari bagan berikut di bawah ini : 
Bagan 1 
Struktur Organisasi 
 
 
    
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Sumber Data : Wawancara dengan Maisya Pandoyo Putri. Staf Pengendalian dan Pengawasan 
Tempat Usaha dan Reklame Kota Palangka Raya, 20 0ktober 2016 
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3. Visi dan Misi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Kota dan Perumahan 
Kota Palangka Raya 
 
Visi :  Terwujudnya kota cantik dengan penetaan ruang yang berkarakter, 
berbasis pada pemberdayaan potensi secara berkualitas, dan 
berkelanjutan, tersedianya pemukiman yang tertata rapi, bersih serta 
ruang terbuka hijau yang fungsional dan estetis. 
Misi :  
1. Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Efektif, Efisien dan 
Berwawasan Lingkungan Serta Berkelanjutan. 
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Permukiman dalam 
rangka Meningkatkan Derajat Hidup Masyarakat. 
3. Menyelenggarakan Penataan dan Pengendalian Bangunan yang 
Berbasis pada Daya Dukung Lingkungan dan Kearifan Lokal. 
4. Menyelenggarakan Permukiman dan Perumahan yang Tertata Baik 
Serta Layak Huni. 
5. Menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Persampahan Secara 
Optimal, Berwawasan Lingkungan dan Partisipatif. 
6. Menyelenggarakan Sistem Pengelolaan Pertamanan Secara Efektif 
dan Efisien Sehingga Terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau, Fasilitas 
dan Utilitas yang Fungsional dan Estetis. 
7. Menyediakan Kawasan Pemakaman yang Berkualitas dengan 
Memperhatikan Kondisi Ekologis, Aman dan Nyaman. 
8. Mewujudkan Organisasi yang Efektif, Efisien dan SDM yang 
Profesional dengan Menerapkan Prinsip GoodGovernance. 
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B. Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 
Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame  
 
Di Kota Palangka Raya terdapat pemasangan reklame yang legal 
dan ilegal. Untuk mengetahui seberapa efektif atau tidaknya mengenai 
peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan 
daerah kota Palangka Raya nomor 4 tahun 2012 tentang pajak reklame di 
Kota Palangka Raya, maka penulis telah melakukan penelitian di 
Disciptaper Kota Palangka Raya dan juga pada wajib pajak Palangka Raya.  
Berdasarkan hasil penelitian jumlah reklame legal terdapat 41 wajib 
pajak.43 Sedangkan wajib pajak yang memasang reklame secara ilegal 
terdapat 27 wajib pajak terhitung pada bulan Oktober 2016.44 Wajib pajak 
tersebut beragam profesinya namun kebanyakan reklame ilegal yang 
dipasang ialah dari developer perumahan yang sedang memasarkan 
perumahan dan banyak diletakkan di pohon-pohon serta pinggiran jalan 
kecil. Jenis reklame ilegal tersebut terdiri dari baliho, banner, dan poster. 
Berikut tabel Wajib Pajak Reklame Legal dan Ilegal pada Bulan 
Oktober tahun 2016. 
Tabel 1 
Jumlah pajak reklame legal di kota palangka raya 
bulan oktober 2016 
No Nama Perusahaan JenisReklame 
1 Cv. Festival Indonesia Spanduk 
2 Studio Karaoke Neon Box 
3 Pt. GrahaKayu Manis PapanKayu 
4 Kopi Tambi / Resto Neon Box 
                                                 
       43 Dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Palangka Raya Tahun 2016 
       44 Hasil Observasi bulan Oktober 2016 
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5 Pt. Djarum Billboard 
6 Pt. Matahari Putra Prima Billboard 
7 WismaWaga-waga Neon Box 
8 TokoObatTiga Dara PapanKayu 
9 ApotekSyifa PapanKayu 
10 Salon Eva Banner 
11 Pt. PahandutLangkah Jaya Banner 
12 PondokPrambanan Banner 
13 House Design Advertising Billboard 
14 Hotel Fairuz Neon Box 
15 DPD PartaiGolkar Baliho 
16 Foodmart (Matahari) Billboard 
17 Pt. Bank Kalteng Billboard 
18 Cv. Lestari Jaya Banner 
19 PondokMakanCianjur Banner 
20 Titanium Digital Printing Poster 
21 Toko Golden StandarTeknik PapanKayu 
22 Power Gym Neon Box 
23 Pt. Indosat Billboard 
24 Marimar Hotel Neon Box 
25 Cv. Indah Lestari Banner 
26 GriyaAlamKahayangan Banner 
27 Avink Advertising Billboard 
28 Tilung Guest House Neon Box 
29 Honda Trio Billboard 
30 Cv. Mustika Banner 
31 Pt. ProdiaWidyahusada Banner 
32 Pt. Reksa Finance Poster 
33 Pt. GramediaAsri Media Neon Box 
34 2-K Petshop Banner 
35 Pt. Kimia FarmaApotek PapanKayu 
36 Pt. Telkom Wittel Spanduk 
37 Pt. Kalimantan Usaha Bakti Banner 
38 PondokPrambanan Banner 
39 Pt. Pahandut Langkah Jaya Banner 
40 Apotek Mendawai Raya PapanKayu 
41 Primagama Banner 
Sumber Data : Dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota  
Palangka Raya Tahun 2016 
Penulis menguraikan tabel di atas berdasarkan hasil penilitian data 
jumlah pajak reklame legal di kota Palangka Raya bulan oktober 2016 
terdapat 41 wajib pajak yang mana reklame tersebut terdiri dari berbagai 
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jenis reklame antara lain, spanduk, neon box, billboard, papan kayu, banner, 
dan poster. Jika dibandingkan dengan data pajak reklame ilegal saat penulis 
melakukan penelitian tentu jumlah pajak reklame legal lebih banyak 
daripada pajak reklame ilegal. Di bawah ini data pajak reklame ilegal yang 
ditemukan peneliti pada bulan oktober. 
      Tabel 2 
 Hasil penelitian data jumlah pajak reklame illegal di kota palangka raya 
bulan oktober 2016 
No Nama Perusahaan Jenis Reklame 
1 Rudi Poster 
2 Ellen Poster 
3 Djarum Super Mild Spanduk 
4 Cv. Darma Nusantara Banner 
5 Perumahan Temanggung Kenyapi Banner 
6 Bandar Utama Banner 
7 Dana Bpkb Banner 
8 Bengkel Resmi Honda Banner 
9 Green Borneo Residence Banner 
10 Bess Finance Poster 
11 Pemasaran Tanah Poster 
12 Perumahan Sri Residence Banner 
13 Perumahan Sahabat Banner 
14 Perumahan Citra G. Obos Banner 
15 Perumahan Tawakal Group Banner 
16 Perumahan Kampung Savoy Sari Banner 
17 Perumahan Surya Djati Banner 
18 Prodia Kesehatan Poster 
19 Kredit Plus Poster 
20 Jen Promo Mitsubitshi Poster 
21 Kloris Bunga Paper Poster 
22 NPM (Dana Cepat) Banner 
23 Taso Jaya Banner 
24 Gadget Shop Banner 
25 Refleksi Ivana Banner 
26 Tommy (Developer Perumahan) Baliho 
27 BFI (Finance) Banner 
Sumber data :Hasil observasi bulan oktober 2016 
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Berdasarkan data-data tersebut di atas, berdasarkan hasil penelitian 
data jumlah pajak reklame illegal di kota Palangka Raya bulan oktober 2016 
terdapat 27 wajib pajak yang mana reklame tersebut terdiri dari berbagai 
jenis reklame antara lain poster, spanduk, banner, poster, dan baliho. Jenis 
reklame yang paling umum digunakan ialah banner, banner seringkali 
digunakan oleh beberapa wajib pajak Kota Palangka Raya dengan 
menempelkan pada beberapa pohon dan juga diletakkan di pinggiran jalan. 
Jenis reklame tersebut tergolong pada jenis reklame yang 
penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga 
menimbulkan tidak efektifnya peraturan yang telah dibuat. Namun hal 
tersebut seiring berjalannya waktu mulai berkurang. Beberapa wajib pajak 
yang sudah sangat paham dengan ketentuan pemasangan reklame mulai 
mentaati peraturan yang telah dibuat. Hanya sebagian kecil wajib pajak 
tetap ada melanggar peraturan sesuai dengan data yang telah didapatkan. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terdapat 27 reklame yang 
terpasang illegal di Kota Palangka Raya. Peneliti mengambil 20% sampel 
dari jumlah 27 reklame yang terpasang illegal sehingga peneliti menemukan 
5 responden. Dari 5 responden tersebut beragam profesi wajib pajak serta 
alasan mereka terkait izin pemasangan reklame. Hasil wawancara dari 5 
responden tersebut sebagai berikut: 
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Yang pertama bernama Tommy45 merupakan salah satu pemilik 
developer perumahan di Kota Palangka Raya. Menurut narasumber, untuk 
pemasangan banner berukuran kecil tidak perlu melakukan pembayaran 
pajak reklame, karena perumahan nya tidak berada dipinggir jalan besar. 
Serta belum ada sosialisasi yang jelas dan lengkap dari Disciptaper kepada 
wajib pajak reklame mengenai mekanisme pemasangan. Di samping itu, ia 
menyebutkan pula bahwa pemasaran yang ia lakukan hanyalah bersifat 
sebentar dan sementara waktu saja. Karena baginya ia hanya memasarkan 
komplek perumahan yang kecil, jadi cepat habis terjualnya. Setelah laku 
semua banner yang dipasang akan dicabut, sehingga sayang jika ia harus 
membayar biaya pemasangan. Tapi jika pemasangan reklame yang 
berukuran besar dan tempatnya di jalan besar dia mengaku akan tetap 
mentaati peraturan pemasangan reklame. 
Narasumber kedua bernama Iman46 yang mempunyai sebuah 
refleksi keluarga. Iman memasang beberapa banner untuk memasarkan 
refleksinya  pada setiap hari sabtu dan minggu di sekitar lampu merah di 
jalan-jalan tengah kota. Karena baginya, di akhir pekan waktunya orang-
orang berlibur, pegawai kantorpun libur. Sehingga baginya beberapa 
masyarakat yang telah capek melewati 5 hari jam kerja bisa memanjakan 
diri untuk mengunjungi refleksi keluarga miliknya. Narasumber 
menjelaskan bahwa, ia hanya melakukan izin kepada orang disekitar yang 
                                                 
       45 Wawancara dengan Tommy. Developer Perumahan Kota Palangka Raya, 22 Oktober  2016. 
       46 Wawancara dengan Iman. Refleksi Keluarga Ivana Kota Palangka Raya, 22 Oktober 2016. 
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ada di lokasi pemasangan reklamenya. Tidak pernah mengurus perijinan ke 
disciptaper,  karena sebagai wajib pajak reklame tidak mengetahui sama 
sekali bahwa pemasangan reklame tersebut harus berizin serta tidak 
mengetahui adanya lembaga mengenai perizinan pemasangan reklame. 
Narasumber selanjutnya ini bernama Yuni47 yang merupakan bagian 
Marketing BFI. Menurut narasumber, ia menjelaskan bahwa tidak 
mengetahui dan mendapatkan informasi secara langsung dari Disciptaper 
mengenai perizinan reklame. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh 
pihak Disciptaper. Sebagai Wajib pajak, ia tidak mengetahui lokasi mana 
saja yang diperbolehkan untuk memasang reklame, sehingga wajib pajak 
hanya memasang reklame sesuai dengan keinginan nya. Namun disamping 
itu ia tetap melakukan sebagian pembayaran pemasangan reklame pada 
reklame yang berukuran besar dan berlokasi di tengah kota. 
Narasumber yang keempat bernama Agung Pramono48 yang 
merupakan pemilik dari toko Gadget Shop. Narasumber ini sudah menjalin 
beberapa kerjasama dengan pihak ternama yang berkaitan dengan usaha 
gadget miliknya. Karena itu ia sudah sangat berpengalaman dalam 
mengurus pajak reklame seperti halnya mengetahui perkiraan biaya 
pemasangan dari ukuran reklame yang hendak ia pasang. Menurut 
narasumber  Agung Pramono, ada beberapa faktor yang menyebabkan 
beliau terkesan memasang reklame tidak sesuai tempatnya yaitu, kurangnya 
                                                 
       47 Wawancara dengan Yuni. Bagian Marketing BFI Kota Palangka Raya, 22 Oktober 2016. 
       48 Wawancara dengan Andi Pramono. Pemilik Gadget Shop Kota Palangka Raya, 22 Oktober 
2016. 
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sosialisasi dari Disciptaper karena tidak mengetahui lokasi dimana saja 
yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk memasang reklame. 
Narasumber terakhir bernama Muhammad Guntur49 yang 
merupakan pemilik dari usaha Taso Jaya yang menjual peralatan rangka 
baja untuk pembuatan gedung-gedung besar. Menurut narasumber 
Muhammad Guntur, beliau mengatakan malas untuk mengurus perijinan 
reklame karena lebih baik memasang sendiri dan memilih tempat-tempat 
strategis yang tidak dilalui oleh satpol PP, seperti di depan gang atau jalan 
kecil. Tidak adanya sosialisasi secara langsung dari Disciptaper untuk 
melakukan komunikasi mengenai prosedur pemasangan reklame. Dalam 
hal pencopotan reklame, pihak disciptaper tidak melakukan konfirmasi 
sebelumnya terhadap wajib pajak, sehingga mengakibatkan kerugian yang 
mana wajib pajak harus membuat ulang reklame tersebut.  
Dari kedua perbandingan data di atas menunjukkan bahwa lebih 
banyak pajak reklame legal daripada pajak reklame ilegal di kota Palangka 
Raya pada bulan Oktober 2016. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa 
peraturan daerah terkait pemasangan reklame di kota Palangka Raya 
mengalami peningkatan pada tahap efektif di setiap bulannya terhitung dari 
bulan Januari hingga bulan Oktober 2016. Berikut data yang didapatkan 
penulis terkait peningkatan target APBD 2016 Disciptaper Kota Palangka 
Raya pada pendapatan pajak reklame: 
                                                 
       49 Wawancara dengan Muhammad Guntur. Pemilik Taso Jaya Kota Palangka Raya, 24 Oktober 
2016. 
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Tabel 3 
Data penerimaan pajak reklame APBD tahun 2016 
No Bulan Penerimaan APBD 2016 
Target 
(Rp) 
Realisasi 
Penerimaan 
Presentase  
1 Januari  1.330.000.000 39.749.893 2,99 % 
2 februari 1.330.000.000 231.274.783 17,39 % 
3 Maret  1.330.000.000 419.280.043 31,52 % 
4 April  1.330.000.000 515.953.493 38,79 % 
5 Mei  1.330.000.000 645.199.993 48,51 % 
6 Juni  1.330.000.000 837.872.518 63,00 % 
7 Juli  1.330.000.000 862.508.518 64,85 % 
8 Agustus  1.330.000.000 1.026.052.403 77,15 % 
9 September  1.330.000.000 1.082.701.778 81,41 % 
10 Oktober  1.330.000.000 1.253.807.894 94,27 % 
11 November  1.330.000.000 1.381.576.513 103,88 % 
Sumber data : Dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan Kota Palangka Raya   
Tahun 2016 
 
Berdasarkan data-data tersebut diatas yang diperoleh peneliti dari pihak 
Disciptaper maka terdapat bahwa penerapan peraturan daerah terkait pajak 
reklame di kota Palangka Raya efektif dengan adanya peningkatan jumlah 
presentase setiap bulannya. Berawal dari fenomena masyarakat yang umumnya 
sering melanggar peraturan daerah dengan memasang reklame sembarangan, 
tanpa melalui proses izin pemasangan, dan tanpa memikirkan akibatnya yang 
dapat merugikan daerah. Kemudian dengan adanya peraturan daerah kota 
Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah 
kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 tentang pajak reklame semakin 
mendukung efektivitas peraturan yang diberlakukan. 
Data menunjukkan bahwa tingkat pemasangan reklame secara ilegal 
mengalami penurunan dan target pencapaian APBD pajak reklame mengalami 
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peningkatan setiap bulannya. Namun demikian masih ada beberapa masyarakat 
yang merupakan wajib pajak melanggar peraturan tersebut secara garis besar 
penulis juga beranggapan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang 
perlu diperhatikan dan ditingkatkan lagi pengetahuan terkait peraturan daerah 
yang berlaku dan juga pengembangan pola perilaku kebiasaan masyarakat 
untuk meningkatkan sikap ketaatan terhadap peraturan daerah yang telah 
diberlakukan oleh pemerintah Kota Palangka Raya khususnya tentang 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. 
Karena indikator efektif atau tidak efektifnya tidaklah hanya diukur dari 
tercapainya target data penerimaan pajak reklame APBD tahun 2016, tetapi 
dilihat dari segi hukum perda tersebut bisa dikatakan efektif atau tidaknya maka 
penulis akan meninjau pada pandangan teori dari Soerjono Soekanto50, bahwa 
ada 5 faktor yang harus diperhatikan bagi penegakan hukum atau keefektifan 
hukum, kelima faktor itu, meliputi :   
1. Faktor hukum atau undang-undang 
2. Faktor penegak hukum 
3. Faktor sarana atau fasilitas 
4. Faktor masyarakat 
5. Faktor budaya hukum 
                                                 
       50 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Loc.it. 
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Berdasarkan kelima faktor diatas penulis beranggapan bahwa faktor hukum 
atau undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor sarana atau fasilitas 
merupakan faktor yang mendukung untuk keefektifan Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame, sehingga disini dari segi hukum 
perda tersebut bisa dikatakan efektif karena dari 5 faktor yang harus diperhatikan 
untuk keefektifan hukum ada 3 faktor yang mendukung untuk efektifnya perda 
tersebut yakni sebagai berikut : 
a. Faktor Hukum atau Undang-undang 
 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame di 
Kota Palangka Raya sudah dirancang dengan baik, jelas, dan dapat dipahami. 
Hal ini terlihat dari isi peraturan tersebut yang mana memuat ketentuan umum, 
nama objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan tarif, dan tata cara penghitungan 
pajak, wilayah pemungutan pajak, pelaporan objek pajak, tata cara pemungutan 
dan penetapan pajak, masa pajak dan saat terutangnya pajak, tata cara 
pembayaran dan penagihan pajak, keberatan dan banding, pembetulan, 
pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi 
administratif kepada wajib pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, 
kadaluarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan pajak, ketentuan 
khusus, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Sehingga dengan adanya 
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame dapat 
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mengurangi dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak 
reklame di Kota Palangka Raya, selain itu juga pendapatan pajak reklame di 
Kota Palangka Raya presentase setiap bulannya mengalami peningkatan 
berdasarkan data penerimaan pajak reklame APBD tahun 2016. 
b. Faktor Penegak Hukum 
 Suatu aturan hukum dapat berlaku secara efektif, jika penegak hukum itu 
sendiri bekerja dengan keras dan menindak dengan tegas bagi pelanggar-
pelanggar aturan yang telah dibuat khususnya Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame di Kota Palangka Raya. Penegak 
hukum disini yaitu pihak Disciptaper dan dibantu oleh Satpol PP. 
 Di Kota Palangka Raya reklame illegal sudah mulai berkurang dikarenakan 
diberi sanksi oleh Disciptaper untuk langsung melakukan pencabutan reklame 
yang dilakukan oleh Satpol PP sehingga untuk saat ini di jalan-jalan besar  
terutama di bundaran besar Kota Palangka Raya sudah bersih dari reklame yang 
terpasang secara illegal. Untuk reklame yang lewat tanggal jatuh tempo pihak 
Disciptaper akan memberikan teguran yang mana teguran tersebut melalui surat 
peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga, jarak 
waktu surat peringatan tersebut dengan waktu 1 minggu. 
c. Faktor Sarana dan Fasilitas 
 Untuk menudukung pelaksanaan hukum secara optimal tentu harus adanya 
sarana dan fasilitas yang memadai. Disciptaper kota Palangka Raya telah 
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menyiadakan sarana dan fasilitas berupa truk besar yang memiliki tangga 
dengan adanya sarana dan fasilitas ini tentu untuk mempermudah dalam 
penindakan pencopotan reklame yang terpasang secara illegal di Kota Palangka 
Raya. 
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat pada Pajak Reklame  di Kota 
Palangka Raya 
 
  Dalam proses penerapan perubahan atas undang-undang yang mengatur 
pajak reklame hingga proses pelaksanaan pemasangan reklame di kota Palangka 
Raya tentu ada faktor yang mendukung dan juga faktor yang menjadi 
penghambat pada pajak reklame di kota Palangka Raya. Adapun faktor yang 
mempengaruhinya, penulis akan meninjau pada pandangan teori dari Soerjono 
Soekanto51 yang beranggapan bahwa ada lima faktor yang harus diperhatikan 
bagi penegak hukum dan mempengaruhi penegakan atau keefektifan hukum. 
Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap sebagai rangkaian 
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 
mempertahankan kedamaian dalam masyarakat. Kelima faktor itu meliputi: 
 a.  Faktor hukum atau Undang-undang,  
b.  Faktor penegak hukum,  
c. Faktor sarana atau fasilitas,  
d. Faktor masyarakat, dan 
e.  Faktor budaya hukum. 
                                                 
       51 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Loc.it 
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 Dari kelima faktor di atas penulis memaparkan bahwa ada beberapa faktor 
yang ditemukan di lapangan terkait hasil penelitian yang menjadi faktor 
pendukung maupun faktor penghambat pada pajak reklame seperti di bawah ini. 
1. Faktor Pendukung Pajak Reklame pada Kota Palangka Raya 
 
Pada dasarnya efektifitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
mencapai tujuan. Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran 
atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh 
mana efektifitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah 
sejauh mana efektifitas dari suatu aturan hukum itu ditaati oleh sebagian target 
yang menjadi sasaran ketaatannya. 
Oleh karena itu, penulis meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak 
Reklame yang berkaitan dengan Pajak reklame di Kota Palangka Raya. 
Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 
a. Faktor Hukum atau Undang-undang 
Sebagai sumber hukum, perundang-undangan mempunyai kelebihan 
dari norma sosial yang lain, karena ia dikaitkan pada kekuasaan tertinggi 
disuatu Negara. Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada 
kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini 
disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 
abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 
ditentukan secara normative. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak 
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sepenuhnya berdasar merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang 
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.  
Peraturan dibagi menjadi dua macam, yaitu peraturan pusat dan 
peraturan setempat. Peraturan pusat berlaku untuk semua warga negara atau 
suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah 
negara. Peraturan setempat hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja52. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame yang mana peraturan tersebut 
dalam rangka meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan 
reklame berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mana telah menuntut 
peran aktif dari pegawai bidang pengawasan dan pengendalian perkotaan dinas 
cipta karya, tata ruang, dan perumahan Kota Palangka Raya, dalam 
pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak reklame di Kota Palangka Raya, 
sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. 
Dari segi faktor hukum atau undang-undang penulis beranggapan 
bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak 
Reklame sudah dirancang dengan baik karena sudah memuat objek dan subjek 
wajib pajak, dasar pengenaan, tarif dan perhitungan pajak, wilayah 
pemungutan pajak, tata cara pemungutan dan penetapan pajak, tata cara 
                                                 
       52  Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Loc.it. 
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pembayaran, penagihan, keberatan dan banding, ketentuan pidana, ketentuan 
peralihan serta ketentuan penutup, pemeriksaan ketentuan penyidikan, pidana, 
dan peralihan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. 
b. Faktor Penegak Hukum  
Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali oleh karena  
mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang 
penegakan. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Oleh 
karena itu, seorang penegak hukum yang mempunyai kedudukan tertentu 
dengan sendirinya memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu berdasarkan 
jabatannya.  
Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga 
masyarakat lainnya, biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan 
sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan 
peranan timbul konflik. Kalau didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan 
antara peranan yang seharusnya dilakukan dengan peranan yang sebenarnya 
dilakukan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, seusai dengan 
aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat 
pengertian dari golongan sasaran, disamping membawakan atau menjalankan 
peranan yang dapat diterima oleh masyarakat. 
Penegak hukum yang dimaksud disini ialah petugas Disciptaper. 
Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental 
penegak hukum kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada system 
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penegakan hukum. Aturan yang sudah baik tapi tidak didukung oleh aparat 
yang berkaitan maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. 
Didalam penegak hukum yang dimaksud, khususnya mengenai kewajiban 
membayar Pajak Reklame dalam menggunakan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya 
Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Menurut Ibu Maisya Pandoyo 
sebagai staf pengendalian dan pengawasan tempat usaha dan reklame kota 
Palangka Raya upaya – upaya yang dilakukan pihak Disciptaper Kota Palangka 
Raya sebagai berikut 53 : 
a. Disciptaper menagih Wajib Pajak yang menunggak pembayaran via 
telepon.  
Ketika ada yang menunggak pembayaran, pihak Disciptaper menagih via 
telepon dengan data yang dimiliki oleh pihak Disciptaper, berdasarkan 
jangka waktu berlakunya pajak reklame. Setelah Pihak Disciptaper 
mendapatkan data Wajib Pajak yang menunggak, maka akan 
menghubungi Hal ini dibantu pula oleh pihak wasdal (pengawas lapangan) 
dengan turun ke lapangan untuk memeriksa izin reklame yang sudah 
berakhir masa berlakunya untuk dilakukan razia. 
a. Disciptaper memberikan Surat Peringatan Satu (1) , Surat Peringatan 
dua (2), ketiga (3) kepada Wajib Pajak bila tidak merespon teguran. 
                                                 
       53 wawancara dengan Maisya Pandoyo Putri. Staf Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha 
dan Reklame Kota Palangka Raya, 21 Oktober 2016 
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Jika wajib pajak tidak merespon teguran Disciptaper, melalui via 
telepon maka pihak Disciptaper memberikan surat peringatan satu 
(1)dimana isi dari surat tersebut yaitu memperingatkan pelunasan pajak 
yang menunggak, selanjutnya jika masih sama pihak Disciptaper 
memberikan surat peringatan kedua (2) dan ketiga (3). Yang mana surat 
tersebut diberikan berjarak kurang lebih 1 minggu. Jika dari wajib pajak 
yang diberi peringatan tidak kooperatif datang ke kantor maka biasanya 
pihak Disciptaper mengambil tindakan untuk langsung mencopot tiang 
billboard tersebut. 
b. Masing-masing pihak Disciptaper selalu melakukan pengawasan. 
Pengawasan yang dimaksud, misalkan mereka sedang melakukan 
perjalanan dari rumah ke kantor terutama saat berhenti dilampu merah 
mereka selalu memperhatikan reklame-reklame yang terpasang apakah 
memiliki izin atau tidak. Kemudian Petugas Disciptaper akan 
mengecek melalui Sistem Informasi Disciptaper, apakah reklame yang 
mereka temui di jalan telah melunasi tagihan pajak atau belum. Apabila 
belum, maka akan ditindaklanjuti sebagaimana huruf a, yaitu penagihan 
via telepon. 
c.  Melakukan tindakan pencopotan reklame illegal yang dipasang di 
jalan- jalan besar, median jalan, dan terutama di trotoar tengah.  
Pihak disciptaper apabila mendapati reklame ilegal seperti stiker, 
baliho, poster yang kebanyakan terpasang di pinggir jalan, dekat lampu 
merah, didaerah ruko, maka akan ditindak oleh Pihak Disciptaper 
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dengan cara mengambil dan mencopot reklame ilegal tersebut, karena 
tidak diketahui pemilik/Wajib Pajak dari reklame tersebut. Hal ini 
dilakukan untuk memperindah tata kota Palangka Raya yang dijuluki 
sebagai Kota Cantik. 
   d. Pihak Disciptaper memasang papan pengumuman dipinggir jalan raya 
tengah kota. 
Isi papan pengumuman tersebut tentang larangan-larangan pemasangan 
reklame yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti 
peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 tentang perubahan atas 
peraturan daerah kota Palangka Raya nomor 4 tahun 2012 tentang pajak 
reklame. 
e. Dari Pemerintah Kota sudah menyediakan tiang billboard sebanyak 13 
titik di jalan raya Kota Palangka Raya untuk pemasangan banner atau 
spanduk yang besar.  
Tiang Billboard digunakan untuk tempat pemasangan banner atau 
spanduk yang besar, dapat digunakan oleh Pemerintah atau masyarakat 
yang menyewa, dengan sistem tetap penyewa akan menjadi Wajib 
Pajak yang harus membayar pajak reklame. Hal ini tentunya dilakukan 
agar wajib pajak tidak memasang reklame secara sembarangan yang 
dapat mengganggu pengguna jalan atau merusak tata ruang kota. 
Sehingga menunjak Misi Kota Palangka Raya menjadi kota yang tertata 
dan cantik.  
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Dari segi faktor penegak hukum upaya yang dilakukan pihak 
Disciptaper sebagai penegak hukum sebagian telah optimal. Karena 
telah melaksanakan upaya-upaya untuk menerapkan penindakan 
terhadap wajib pajak reklame yang memasang reklamenya secara illegal 
sehingga untuk saat ini tata ruang kota Palangka Raya di area jalan raya 
besar dan bundaran besar sudah efektif penerapannya tersebut. Tata 
ruang kota di area tersebut juga sudah bersih dari reklame ilegal, wajib 
pajak semua menaati peraturan.  
 c. Faktor sarana atau fasilitas 
Sarana atau fasilitas digunakan untuk mendukung dalam proses 
penegakan hukum. Sarana tersebut ialah terdapatnya tenaga manusia 
yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 
memadai, keuangan yang cukup, dan hal lainnya yang mampu 
mendukung secara penuh proses jalannya pajak reklame guna 
mewujudkan pajak reklame efektif di Kota Palangka Raya. Hal ini perlu 
diadakannya peningkatan terus menerus terhadap sumber daya manusia 
untuk berkontribusi dan peralatan serta perlengkapan yang mampu 
mendukung proses penerapan peraturan daerah yang telah ditetapkan 
oleh kepala daerah. 
Faktor sarana atau fasilitas yang didukung oleh pihak Disciptaper 
dengan menyediakan fasilitas berupa tiang billboard sebanyak 13 titik 
di jalan raya Kota Palangka Raya untuk pemasangan banner atau 
spanduk yang besar. Hal ini tentunya dilakukan agar wajib pajak tidak 
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memasang reklame secara sembarangan yang dapat mengganggu 
pengguna jalan atau merusak tata ruang kota. Dan sarana ini cukup 
membantu bagi wajib pajak untuk pemasangan reklame berupa banner 
atau spanduk, reklame terlihat lebih rapi dan lebih jelas untuk dilihat 
masyarakat di setiap lokasi yang ditentukan. Jarak pandang kita terasa 
nyaman dan tidak mengganggu ataupun membahayakan keselamatan 
masyarakat saat melintasi jalan raya.  
2.      Faktor Penghambat Pajak Reklame Pada Kota Palangka Raya 
 
Dalam proses penerapan peraturan daerah nomor 10 tahun 2014 
tentang perubahan atas peraturan daerah kota palangka raya nomor 4 
tahun 2012 tentang pajak reklame tentu ada faktor penghambat dalam 
proses pelaksaanaannya di lapangan yang mana faktor penghambat 
tersebut sebagai berikut : 
a. Faktor Penegak Hukum 
Selain dapat menjadi faktor pendukung, faktor penegak hukum juga 
dapat menjadi kendala bagi pelaksanaan pajak reklame. Efektif atau tidak 
efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada 
optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk 
menegakan berlakunya aturan hukum tersebut misalkan mulai dari tahap 
pembuatannya, sosialisasinya, dan proses penegakan hukum itu sendiri. 
Di dalam penelitian ini yang dimaksudkan sebagai penegak hukum yaitu 
petugas Disciptaper kota Palangka Raya. Disini penulis menyimpulkan 
faktor penghambat dari segi faktor penegak hukum sebagai berikut: 
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a. Belum maksimalnya sosialiasi langsung ke lapangan terhadap setiap 
wajib pajak reklame karena dari pihak Disciptaper belum adanya 
sistem yang jelas terkait pelaksanaan sosialisasi di lapangan. Hal ini 
terlihat dari penyampaian informasi hanya dari papan pengumuman 
dan surat peringatan serta melalui telepon. 
Disini pihak Disciptaper mengungkapkan bahwa memang dari pihak 
Disciptaper belum maksimal terkait pelaksanaan sosialisasi kepada 
wajib pajak. Bagi penulis, padahal pada poin ini sangatlah penting 
untuk dilaksanakan kepada masyarakat terutama pihak-pihak swasta 
yang merupakan subjek pajak di kota Palangka Raya. Agar tidak 
terjadi kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap 
pajak reklame yang bertujuan komersial, memperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian 
umum terhadap barang, jasa atau orang yang dipasang untuk dapat 
dilihat, dibaca, didengar oleh umum. Jika sosialisasi dilakukan 
secara maksimal kepada wajib pajak untuk meningkatkan 
pengetahuan terkait pajak reklame maka antara pihak Disciptaper 
dengan wajib pajak akan saling berkoordinasi dengan baik 
b. Sosialisasi masih hanya terbatas di kelurahan dan kecamatan 
sehingga seringkali sulit untuk saling mencocokkan jadwal dengan 
lembaga terkait. Pada tahun 2016 hanya sekali dilakukan sosialisasi 
dan itu hanya dilakukan pada awal tahun saja sampai pada akhir 
tahun tidak ada dilakukan sosialisasi kembali. 
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Kemudian pihak Disciptaper juga menyebutkan bahwa selama ini 
pihak sosialisasi hanya dilaksanakan dengan menuju pada 
Kecamatan dan Keluharan saja. Dan itupun pada tahun ini baru 
sekali dilakukan pada awal tahun, pihak Disciptaper juga mengalami 
kendala pada jadwal untuk saling menyesuaikan dengan pihak 
Kecamatan dan Kelurahan. Belum ada sosialisasi secara langsung 
dengan mengumpulkan setiap wajib pajak secara langsung secara 
bersama-sama untuk menghadiri sosialisasi dari pihak Disciptaper 
terkait pentingnya pengetahuan mengenai pajak reklame secara jelas 
dan lengkap. Sosialisasi berupa macam/ jenis pajak reklame, subjek 
dan objek pajak reklame, serta yang mendasar ialah dasar pengenaan 
dari pajak reklame yaitu nilai sewa reklame. Hal ini dimaksimalkan 
untuk terjalinnya hubungan yang baik antar wajib pajak dengan 
pihak Disciptaper sehingga ketika wajib pajak telah sadar hukum 
maka proses penerapan pajak reklame pun dapat semakin efektif. 
c. Tidak memiliki data wajib pajak reklame yang illegal dikarenakan 
setiap reklame yang illegal langsung ditindak lanjuti untuk 
dilakukan pencabutan reklame. 
Disini pihak pengawas lapangan dari Disciptaper langsung 
menindaklanjuti dengan mencopot setiap reklame ilegal, maka 
berdampak pada pemilikan data pihak swasta yang memasang 
reklame ilegal. Pihak Disciptaper tidak melakukan pendataan 
terhadap pihak swasta tersebut, tidak mengkonfirmasi kepada wajib 
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pajak tersebut. Sehingga terkadang masih sebagian wajib pajak yang 
memasang reklame secara ilegal, tidak dilakukannya pemanggilan, 
sanksi hanya terbatas pada pencopotan reklame. 
Dari segi faktor penegak hukum penulis beranggapan bahwa 
yang dilakukan oleh pihak Disciptaper sudah cukup efektif dengan 
pencapaian hasil penerimaan pajak reklame APBD tahun 2016 dan 
terbukti di lapangan sudah mulai sangat berkurang adanya reklame 
ilegal. Dan hal itu juga merupakan panutan bagi pihak Disciptaper 
agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkannya lagi pada 
tahun-tahun berikutnya. Namun pihak Disciptaper juga masih harus 
berusaha meningkatkan kinerja dan memperbaiki kekurangan yang 
ada. Seperti tidak jelasnya sistem untuk melaksanakan sosialisasi 
kepada masyarakat tentang prosedur pemasangan reklame di kota 
Palangka Raya sehingga di kota Palangka Raya masih terdapat 
reklame yang dipasang secara illegal. Karena menurut penulis tidak 
mungkin masyarakat secara umum mampu mengetahui keberadaan 
suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut 
tidak disosialisasikan secara optimal. 
        b. Faktor Masyarakat 
 
Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-
luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap 
sama. Masyarakat dalam kontek penegakan hukum  erat kaitannya, 
dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Disini penulis 
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menyimpulkan bahwa faktor penghambat dari segi faktor 
masyarakat sebagai berikut : 
1. Kurangnya koordinasi  dan komunikasi dari pihak wajib pajak 
yang memasang reklame. Mereka tidak tahu bahwa pemasangan 
reklame diperlukan adanya izin dan adanya aturan tertentu. 
Disini dikatakan bahwa wajib pajak umumnya tidak mengetahui 
bahwa pemasangan reklame memerlukan ijin, sehingga tidak 
ada koordinasi wajib pajak kepada pihak Disciptaper. Hal 
tersebut terlihat bahwa sebagian wajib pajak di Kota Palangka 
Raya belum terlalu mengetahui apa saja jenis-jenis pajak daerah 
yang dapat dipungut oleh daerah. Salah satunya ialah pajak 
reklame yang seringkali di pasang oleh pihak swasta di pinggir 
jalan Kota Palangka Raya. 
2. Para wajib pajak tidak mengetahui secara jelas dimana saja 
lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame karena 
masih banyak terdapat reklame yang terpasang kurang dari 20m 
dari lampu merah. 
Dalam hal ini wajib pajak kurang mengetahui dimana saja lokasi 
yang diperbolehkan untuk memasang reklame. Disini terlihat 
bahwa lagi-lagi wajib pajak tidak dibekali pengetahuan secara 
maksimal terkait prosedur pemasangan reklame. Sehingga 
mereka memasang reklame di sembarang tempat, seperti 
pemasangan reklame. Sehingga mereka memasang reklame di 
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sembarang tempat, seperti pemasangan yang berjarak tidak 
sampai 20 m dari setiap lampu merah. Karena yang mereka 
pikirkan ialah reklame dapat terlihat para konsumen/ target 
mereka saat berhenti di lampu merah. Lokasi ini menjadi lokasi 
yang sangat strategis bagi para wajib pajak di kota Palangka 
Raya. Terlihat dengan banyaknya reklame yang dipasang di 
dekat lampu merah. 
3. Wajib pajak reklame ada yang belum sadar bahwa pembayaran 
pajak bermanfaat untuk pemasukan ke kas daerah guna 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Wajib pajak belum sadar bahwa pembayaran pajak reklame bisa 
bermanfaat untuk kas daerah dalam meningkatkan PAD. Disini 
bisa terlihat dengan jelas bahwa para wajib pajak belum sadar 
bahwa sebenarnya dengan menaati peraturan pajak reklame 
dapat bermanfaat untuk membantu meningkatkan kemakmuran 
rakyat. Kesadaran hukumnya masih terbatas hanya untuk 
kepentingan pribadi saja. 
4. Sebagian Wajib pajak reklame tidak mengetahui peraturan 
pemasangan reklame terkait tidak diperbolehkan memasang 
pada pohon, tiang listrik, dan trotoar tengah yang dapat merusak 
tata ruang kota dan keindahan lingkungan. 
Terkait dengan tata ruang kota dan keindahan lingkungan juga 
menjadi bagian utama dari penyebab pajak reklame tidak efektif 
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di kota Palangka Raya. Terbukti dengan banyaknya reklame 
ilegal yang dipasang di beberapa pohon, tiang listrik, dan trotoar 
tengah yang dapat merusak lingkungan serta tata ruang kota. 
Wajib pajak umumnya belum sadar jika melakukan hal tersebut 
tidak diperbolehkan. Namun pada bagian trotoar tengah saat ini 
sudah mulai tidak terlihat banyak lagi dikarenakan pihak 
Disciptaper melakukan pengawasan yang ketat di lapangan. 
Jadi, setiap reklame yang tidak berijin akan langsung ditindak 
lanjuti untuk dilakukan pencopotan oleh Staf Pengawasan 
Penindakan serta Perkotaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 
Perumahan Kota Palangka Raya. Sehingga kota Palangka Raya 
saat ini tata ruang kotanya mulai bersih dari reklame ilegal 
terutama di trotoar tengah dan jalan-jalan besar. 
Penulis beranggapan dari segi faktor masyarakat bahwa 
masyarakat kota Palangka Raya pada umumnya masih bersifat 
apatis, tidak mau tahu dengan tata cara pendaftaran reklame. 
Namun seiring berjalannya waktu sebagian banyaknya wajib 
pajak mulai memahami dan mentaati peraturan yang berlaku. 
Sebagian kecil wajib pajak yang masih memasang reklame 
secara ilegal bukan lagi karena mereka tidak tahu, namun juga 
karena budaya kebiasaannya yang malas untuk mengurus dan 
mengeluarkan biaya pemasangan reklame. Sehingga di kota 
Palangka Raya masih terdapat reklame yang ilegal. Jika 
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masyarakat khususnya wajib pajak sadar akan hukum dan 
mematuhi peraturan yang berlaku tentang reklame tersebut maka 
pajak reklame di kota Palangka Raya akan sepenuhnya optimal 
tanpa ada satupun pemasangan reklame ilegal lagi. Karena 
hukum dapat mengatur seluruh prosedur pajak reklame dan jika 
semua telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik maka 
pencegahan terhadap reklame ilegal mampu diwujudkan. 
 
 
